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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/PMK.08/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
143/PMK.011/2013 TENTANG PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN
ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 1307 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah diatur tugas
pokok dan fungsi pengelolaan risiko fiskal termasuk
pemberian Dukungan Pemerintah berupa Dukungan
Kelayakan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha merupakan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan
Pembiayaan Infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi
Bagian Anggaran Bendara Umum Negara telah diatur
mengenai tugas dan fungsi Pembantu Pengguna
Anggaran (PPA) terkait Indikasi Kebutuhan Dana
Bendahara Umum Negara (BUN) termasuk Indikasi
Kebutuhan Dana Dukungan Kelayakan;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian
Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi
Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013
tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas
Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan
Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendara Umum
Negara;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
143/PMK.011/2013 TENTANG PANDUAN PEMBERIAN
DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA
KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2013
tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya
Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk
kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek
Kerja Sama dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam
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Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian
Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek
Kerja Sama.

Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah adalah Dukungan Pemerintah
dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam
bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan
dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada
Proyek Kerja Sama.

Komite Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut Komite adalah
Komite vyang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam rangka
memberikan Dukungan Kelayakan.

Proyek Kerja Sama adalah proyek sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Proyek Kerja Sama Daerah adalah Proyek Kerja Sama yang merupakan
kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya Kepala Daerah
bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Badan Usaha Pemenang Lelang adalah Badan Usaha yang ditetapkan
oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang
pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama.

Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama adalah Badan
Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk
bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan
Infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan
Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama.

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur.

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PIJPK
adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah
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